WALIKOTA BONTANG

PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG
EEEEEPELAKSANA TEXNTS SEKQLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN

WALIKOTA BONTANG,

WEERT A bahwa dalam rangka mendulcung teknis operasional dan penyeragaman
struktur penataan administrasi Dinas Pendidikan - dibidang pendidikan
dasar serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraluran Daerah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

B hahwa antuk melaksanakan maksud huraf a, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Bomtang tentang Unit Pelaksana Teknis Sckolah Dasar Pada
Drinas Penddivan:

G - 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tenlang Pembentukan Kabupaten
MNunukan, Kabupaten Malinan, Kabupaten Kutai Barat, KKabupaten Kutai
Timur dan Kota Bootang (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
T Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor
74, Tumbahan |Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomaor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teatanp Sistem Pendidikan
Nasional {L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4437)
sebagaimana relah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
5%, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4844 ),

4. TIndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara
Republil Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Tndonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 fentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil



(Lembaran Negara Republike Indonesia Tahug 2003 Nomor 15, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomaor 42631,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

41, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah NMomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintal, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan  Daeeah Kabupaten/Kota  (Lembaran  Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemermlah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007
Nomor 849, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
47413

Peraturan Daerah Kota Dontang Nomot 6 Tahon 2008 tentang Organisasi
cdan Tata Kerja Dinas Dactah (Lembaran Dasrah Kota Bontang Tahuon
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 19);

MEMUTUSKAN ;

enetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA THKENIS
SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIEAN

BALL
RKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran ind yang dimaksudd dengan

E‘J

o

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah dan Peranglat
Daerah sehagai unsur penyelenggara Pemerintshan Daerah.

Dacrah adalah Kota Bontang,

Kepala Daerah adalah Walikota Bontang,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.

Unit Pelaksana Teknis yang sclanjutnya disingkat UPT adalal unsur
pelaksana di lingkungan Ninas Pendidikan vang mclaksanakin sehagaian
tugas telnis kkhnsus operasional yang secara langsung berhubnngun dengan

pendidikan.

]



BARII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikola ini dibentuk UPT Sekolah Dasar pada Dinas
Pendidilean.

(2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari -
a. UPT Sckolah Dasar wilayah Bontang Utara, terdiri dari ©

1. SDN Q01 Bontang Utara

SDN 002 Bontang Utara

SsDN 003 Bontang Utara

SDN 004 Bontang Utara

SDN 005 Bontang Utara

SDN 006 Bontang Utara

SDN 007 Bontang Ulara

SDN 008 Bontang Utara

SDN 009 Bontang Utara

10, 8DN 010 Bontang Utara

11, SDN 011 Bontang Utara

L

b. UPT Sekolah Dasar wilayah Bontang Selatan, terdird dari ¢
1. SDN 015 Bonlanyg Selatan
2. 5DN 016 Bontang Selatan
3. SDN 001 Bontang Selatan
4. 5DN 002 Bontang Selatan
5, SDN 003 Bontang Selatan
6. SDN 004 Bontang Selatain
7. SIDM 003 Bontang Selatan
8. SDN 006 Bontane Selalan
9. SDN 007 Bontang Selatan
10, SDN 009 Bontang Selatan
11, SDN 010 Bontang Selatan
12. SDN 011 Bontang Selatan
13. 5DN 012 Bontaug Selatan
14. 5DN 013 Bontang Selatan
15. SDN 014 Bontanp Selatan

c. UPT Sekolah Dasar wilayah Bontang Barat, terdiri dari :
1. SDN 001 Bontang Barat

SON 002 Bontang Barat

SDN 003 Bontang Baral

I. SDN 004 Bontang Baral

e

e



BAR I
EEDUDUKAM, TUGAS POKOK DAN TUNGSE

Pasal 3

UPT Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang selanjutnya
disebul Kepala Sekolah yang herkedudukan dibawah dan bertangeung jawab
kepada Kepala Dinas Pendidilkan melalui Kepala Bidany Pendidikan Dasar.

Pusal 4

UPT Sckolah Dasar mempunyal lugas pokok penvelengparaan pengelolasn
Sekolah Dasar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksued dalam Pasal 4, UPT

selcolah Dasar mempunyai funggi

a.  Pengumpulan, pengolahan data dan  informasi, penginventarisasian
permasalaban-permasalaban serta melaksanalion pemecahan permasalahan

vang berhubungan dengan tioas-tupas peneelolaan sekolah.
o a = =

b. Perencanaan, pelaksanakan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporsn
kegiatan sekolah.

e

Penyiapan hahan lkebijalkan, bimbingan dan pembinaan serta petunuk

teknis sesual bidang tugasnya,

d.  TPenyelengparaan proses pembelajarun sesumn dengan Ketentuan  yang

berlaku.
e. [elaksanasn evaluasi hasil belajar peserta didik.
f.  Penyediaan sarana clan prasarana pembelajaran.
. Pelaksannan keralansahaan dan rurmah tangea UPT,
I Pelaksanaan analisis dan pengembanean kinerja UFT.

i, Pelaksanaan tugas lain yang sesual bidung lugasnya yang dibenikan oleh

Kepala Dinas.

BABTY
SUSTUNAN ORGANISAS

Pasal &

(1) Susunan organisasi LUPT Sckolah Dasar terdiri dari :

a. Kepala Sekolah



(2)

(3)

(1)

(2)

€

- Wakil Kepala Selcolah
s Kepala Tata Usalia:

. Pelalesana Teknis Terdird dart:

Lo Urusan Eurikolum:

2. Urgsan Hubungan Masvarakat;

3. Urusan Sarana dan Prasarana:

4. Urnsan Kesiswaan,

5. Pengelola Laboratorium:

6. Pengelola Perpusiakaan;

7. Pengelola Keterampilan dan Seni,

Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan arganisasi LPT Scltolah Dasar schagaimana dimaksud pada ayat

{1} merupakan unsur orpanisasi non strukural

Bagan struktar TIPT Sekolsh Dasar sebagaimana  tercantun  dalam

tampiran Peraturan ind,

BAR YV
TRATAM TUGAS

Pogal 7

Kepala Sekolah schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurf 2

mempoiyal lugas :

A,

il,

Menetaplkan visi, misi dan tojuan sekolah serta menetapkan kebijalan
dan sasaran  mute, mengkoordinasi perencanaan  dan  pelalsanaan
Rencana Pengembangan Selolah (RPS) atan Rencana Kegiatan Sekolah
(RES) dan Rencana Kegiatan Anpgaran Sckolah (REASY;

. Melalsanakan  koordinasi  dalam  penyusunan Rencana  Keglatan

Angparan Sckolah (RKAS) serta memhina pelaksanaan pengelolaan
Angparan Pendapatan dan Belanja Selcolah (APBS),

. Melaksanakan pembinaan pengelolasn dan pembinaan Kegiatan Belajar

Mengajar, Supervist Guru dan Tenaga Kependidikan;
Melalesanakan pembinaan pengembangan [Kurirum, Sarana Prasarana,
Kesiswaan, Hubungan Masvarakat dan Pengembangan Frofesi dan

T arier Staf;

. Mengajar minimal 6 jamn pelajaran atau membina BIYBE sebanyak 40

orang siswa (bagi kepala sekolah yang berasal dari gura BF/BK) scrta
memboal laporan sccara berkala dan msidentil kepada kepala Dinas

Pendidikan melalu: Bidang Pendidikan Dasar.

Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

b mempunyai tugas

A,

Merencanakan dan membuat program pengembangan  berdasarkarn

h



BAR VI
TAYA KERIA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sckolaly, Wakil Kepala Sekolah, Kepala
Tata Usaha, Pelaksana Teknis UPT dan Kelompeol Jabatan Fungsional
mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplilasi secara
verlikal dan horizontal baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar

satuan organisasl sesual dengan lugas pokok masing-masing.

BAR VL
REPREGAWALAN

Tazal 9
Fepala Scholah diangkal dan diberhentikan oleh Eepala Daerah darn Pegawa

Negert Sipil Daerah yang memenohi syarat atas vsul Kepala Dinay melalol

Sekretaris Daerah sesuai peratiran pemndang-undangan yang berlaku,

Fasal 19

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Pelaksana
Teknis adalah Jabatan Fungsional.

RAB VIl
SUMDBER DANA DAN PENGELOLAAN KEUANG AN

TPasal 11

Sumber dana UPT Sckolah Dasar dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah

Daerah dan penerimaan laiylaio yang sah.
Pagal 12

Pola pengelolaan keusngan mengikull peraturan permndang-undangan yang
berlalku,



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 13

Peraturan Walikota int mulai berlalon sejak tanggal diundanglean.

Agar sehiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Bontang.

Dhtetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Marget 2010

WALIKOTA BONTANG,

(ﬁ
AN ﬂﬂ}? AT HASTIADM

iDiur@_@u@;kan_tLi__!:}u%nng
Tada tanggal 3 y&%ﬁﬂ-ﬂ.[}
air SEKREFARIFDAERAH,

L0



Lampiran  : Peraturan Walikota Bontang
Nomaor : 7 Tahun 2010

Tanggal ;3 Maret 2010
Tentang : UNIT PELAKSANA TEENIS SEKOLATI DASAR PADA DINAS
PENDIDEKAN

BAGAN SUSUNAN OGRGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR

r—— = —_—

EEPALA SEEOLAH
WAKIL KEPALA ' KEPALA
SEEOALAH TATA USATLA

KELOMPOIC JTABATAN

FUNGSIONAL

PELAKSANA TEIRINIS

[ ﬁmsan i(urilaulum

2. Urnsan Kesiswaan

3. Urnsan Sarana Prasarang
4 Tlrusan Kesiswaan

5. Pengelola Laboratoriom
6. Pengelola Perpustakaan

7. Pengelola Ketrampilan
clan Seni

WALIKOTA BONTANG,

ANDI SOPYAN HASDAM



